
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan 

Pelaksanaan 
REFORMASI BIROKRASI 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan 



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TUGAS 

FUNGSI : 

Membantu Bupati Dalam 

Penyusunan Kebijakan Dan 

Pengkoordinasian 

Administratif Terhadap 

Pelaksanaan Tugas 

Perangkat Daerah Serta 

Pelayanan Administratif 

” 

“ 

Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan 
Daerah 
 
Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas 
Perangkat Daerah 
 
Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kebijakan Pemerintahan Daerah 
 
Pelayanan Administratif Dan Pembinaan 
Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah 
 
Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan 
Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan 
Fungsinya. 
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SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
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IV 

STAF 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

24 1 

127 

SD/SMP/SMA DIPLOMA SARJANA 

87 

65 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Pendidikan 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Golongan 



8 AREA PERUBAHAN 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 



SK TIM RB SETDA 

SK  AGENT OF CHANGE 

1 MANAJEMEN PERUBAHAN 

PEMBENTUKAN TIM 

REFORMASI BIROKRASI 

SEKRETARIAT DAERAH 

PENYUSUNAN RENCANA 

KERJA 

PEMBENTUKAN AGENT OF 

CHANGE SEKRETARIAT 

DAERAH 

1 

2 

3 

4 
RENCANA KERJA 

STUDY TIRU REFORMASI BIROKRASI 

(KAB. SIDOARJO, KAB. NGAWI & 

KOTA YOGYAKARTA) 

5 

6 

MEKANISME AGENT OF CHANGE 

SEKRETARIAT DAERAH 

 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI REFORMASI 

BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH 

MEKANISME AGENT OF CHANGE 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RB 

STUDY TIRU RB 



2 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

HARMONISASI PRODUK 

HUKUM 

SISTEM PENGENDALIAN 

DALAM PRODUK HUKUM 

PERUNDANG-UNDANGAN 

PUBLIKASI PRODUK HUKUM 

MELALUI WEBSITE JDIH 

1 

2 

3 

SOP  



3 PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI 

DRAFT PERBUP 

1 

2 

EVALUASI KELEMBAGAAN 

SEKRETARIAT DAERAH 

PENATAAN ORGANISASI 

PERUBAHAN PERBUP SETDA SESUAI 

PERMENDAGRI NO. 56 TAHUN 2019 TENTANG 

PEDOMAN NOMEKLATUR DAN UNIT KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI & KAB/KOTA 

PERUBAHAN NOMEKLATUR & TUPOKSI 

BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 



4 PENATAAN TATALAKSANA 

IMPLEMENTASI & PENGEMBANGAN 

E-GOVERMENT 
PETA PROSES BISNIS 1 2 

LPSE 

WEBSITE BAGIAN 

ESAKIP 

TNDE 



5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

1 

2 

PENYUSUNAN ANALISA JABATAN 

DAN ANALISA BEBAN KERJA 

RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN 

3 
DIKLAT PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

PERBUP KODE ETIK 4 

5 

REWARD & PUNISHMENT 

MELALUI E-TPP 

PERBUP KODE ETIK RAPATKEPEGAWAIAN 

PENYUSUNAN ANJAB ABK 

DIKLAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI 



6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 

PERJANJIAN KINERJA 

TAHUN 2019 

1 

2 

3 

4 

TIM SAKIP 

SEKRETARIAT DAERAH 

PERATURAN BUPATI 

TENTANG SAKIP 

BIMTEK SAKIP 

5 E-SAKIP 

6 LKjIP SEKRETARIAT DAERAH 

7 KOORDINASI & MONEV SAKIP 

8 

PENGHARGAAN BAGI 

KINERJA MEMUASKAN 

PERBUP SAKIP 

PENGHARGAAN 

BIMTEK SAKIP 



7 PENGUATAN PENGAWASAN 

1 

2 

3 

LHKASN 

(Laporan Hasil Kekayaan 

Aparatur Sipil Negara) 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN 

PENGADUAN MASYARAKAT 

SOSIALISASI TERKAIT GRATIFIKASI 

SK TIM PENGADUAN MASYARAKAT 

SOSIALISASI TERKAIT GRATIFIKASI 

4 WBS 



8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

WEBSITE RESMI 

1 

2 

3 

4 

SP SEKRETARIAT DAERAH 

SOP SEKRETARIAT 

DAERAH 

JDIH KABUPATEN 

PASURUAN 

5 LAPOR SP4N 

6 INOVASI KLINIK KONSULTASI 

7 
SKM SEKRETARIAT DAERAH 

8 LPSE 

LAPOR SP4N 

LPSE 

SOP SETDA 

SP SETDA 

INOVASI KLINIK KONSULTASI 

SKM 



MATUR NUWUN 

TERIMA KASIH 


